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Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana
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. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik

undang-undang Nomor 43 lahun 2009 tentang
Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan IJndangUndang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Intormasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam  Negeri dan
Pemerintah Daerah.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata
Kelola Keterbukaan 1 nformasi Publik Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Keputusan Gubernur Nomor 489 Tahun 2017 tentang
Penetapan  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Banten.

Minimal Sarjana

Menguasai Tata Pembukuan

Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
. Memiliki Tata Krama

N

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Dengan masyarakat yang membutuhkan

informasi dari pemerintah

1 Formulir isian

2 komputer

3 Pesawat Telepon
4 Jaringan Internet
5ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan
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2 Bila Prosedur ini tidak Dberjalan maka
Pelayanan Prima tidak akan tercapai

3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image
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2 Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
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SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pelaksana Pendukung
i e Yasiohiin PPID atau Atasan Komisi Kelengkapan Waktu Output S
Informasi PPID PPID Informasi
Pembantu
1 Mengajukan keberatan cecara tertulis 1 Formulr Pengajuan | Pada han dan jam Barkas
kepada Atasan PPID Pemabanti dalam Keberatas Informas kerya maksanal permohonan
walktu 10 (sepulub) har: kerja, sejak l Publikc yang tersedia di | 10 jsepulub) han Informas yang
permohonan informas: teregistras: mea pelayanan FPPID | kerna teyalk talah diu engkap
atau ditampilkan di | Permohonan dan dilampin
webuite dan dapat Informac: fotocopy/ scan
dimanduh teregrittiras; Identitas diri INIE)
2 Fotocopy atau scan
idenutas din iNIK) dan
pemochoen yang
mengajikan keberatan
2 Menetapkan Tun fasilitazi cenghketa w Tanggapan tertulic
informas untuk menpupayakan darn atazan PPID
penyelecaian sengketa informas ’ pembantu pernhal
informasi yang
direngketakan
3 Diketuai oleh PPID Utama dan Diagukan dalam
beranggotakan PPID Pembantu terkast, waktu paling
pejabat yang menangan bidang hulkum lambat 14 (Empat
pejabat fungsional, serta JFU yang l 3 belas) han kera
secsum dengan kebutuhan setelah
diterunanya
tangeapan tertulis
dar atasan ppad
pembantu
4 Menerima laporan proses penanganan Laporan proses
sengketa informasi > ' penanganan
Sengketa
Informas: Publik
S Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Hastl penyelesaan

Informasi Publik

Sengketa Informau
Publhk




